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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari peneltian kepustakaan (Bibliographic
Reseach) untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut : Pertama,
bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 undang-undang No. 22
tahun 1997? Kedua, apa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua atau wali
yang melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut undang-
undang No. 22 tahun 19977 Ketiga, bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana
bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut
hukum pidana Islam?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melelui
pembacaan dan kajian kepustakaan teks (fext reading) dan kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui
teknik analitis, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46
ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling bamyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
Sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh
orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak
dituntut pidana. Kedua, sebagaimana telah tertulis dalam Undang-undang No. 22
Tahun 1997, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 86 mengenai bentuk sanksi
bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
sebagaimana tercantum pada pasal 46 yang sengaja tidak melapor dipidana kurungan
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Ketiga,
sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada
walinya, yaitu orang tua. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar
menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung
akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya. Tindak pidana bagi orang tua yang
mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan khamr dapat
dikatagorikan sebagai jarimah fa’zir yang berkaitan dengan pengasingan, untuk
jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan
pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, jadilah orang tua panutan ; yakni yang
benar-benar sangat menyayangi, memperhatikan dirinya dalam keadaan yang
bagaimanapun buruk atau tercela. Sebab apapun yang terjadi, anak tetap anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan bangsa Indonesia
adalah terwujudnya masyarakat adil, makmur yang merata, bailk material maupun
spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan pembangunan secara
berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesehatan jasmani dan
rohani. Tujuan nasiona tersebut dapat tercapal apabila masyarakat Indonesia
dapat bebas dari pengaruh Narkotika.*

Narkoba atau narkotika dan obat-obat berbahaya, sebenarnya sudah ada
sgjak dahulu. Tetapi pada akhir-akhir ini, korban narkoba di tanah air kita
Indonesia telah merambah ke semua lapisan masyarakat. Dan ha itu berbeda
dengan siklus sebelumnya, misalnya sgja bila dibandingkan dengan yang terjadi
pada sekitar dekade tahun 1970-1980, dimana yang menjadi korban adalah lebih
banyak dari kelompok remaja yang berasal dari kalangan broken home.

Sedangkan kini, anak-anak dari keluarga baik-baik pun sudah tidak aman
lagi. Sebab sgjak dari pertengahan dekade tahun 1990-an, penyebarannya sudah

semakin merata dan tidak pandang bulu atau pilih-pilh sasaran lagi. Sehingga

! Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h, 1.
1



yang menjadi korban pun banyak warga dari segala tingkat umur dan tingkat
sosial, mulai dari anak-anak usia 10-12 tahun hingga manula. Tidak peduli pula
apakah dia seorang pembantu rumah tangga, pengusaha yang sukses,
pengangguran hingga kalangan eksekutif muda. Dari kalangan selebritis, jetset,
maupun ‘kalangan bawah’ yang sangat terbataas keuangannya, semuanya telah k
terkenaimbas narkoba, tidak ada yang terlewatkan.?

Masalah Narkotika merupakan masalah yang perlu mendapatkan
perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 64 menyebutkan bahwa:

“Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain, untuk
diajukan ke pengadilan, guna penyelesaian secepatnya™ .

Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menunjang kelancaran
pembangunan nasional. Keamanan dan ketertiban dapat terwujud, apabila setiap
warga masyarakat dapat menempuh kehidupan yang sesuai dengan norma dalam
masyarakat dan norma hukum positif. Pemerintah berkewagjiban mengatas
penyimpangan- penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan
norma-norma yang berlaku.

Adapun pengaruh Narkotika bagi generasi bangsa sangatlah besar
terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama generas mudanya.
Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap

penyalahgunaan dan peredaran narkotika, karena meskipun narkotika bermanfaat

2 Indrawan, Kiat Ampuh Menangkal Narkoba, h. 7
% Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h. 25



di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, namun di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan, apabila disalahgunakan. Masalah Narkotika bukan sgja merupakan
masalah bagi bangsa Indonesia, karena di samping merusak fisk dan mental,
juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang dapat mengganggu
keamanan dan ketahanan nasional dalam rangka melaksanakan pembangunan
nasional.

Pecandu Narkotika sebagai istilah sehari-hari telah tertuang dalam
Undang-undang yang di artikan sebagal orang yang menggunakan atau
menyal ahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika,
baik secara fisik maupun psikis.*

Daam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran
Narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun
1997 tentang Narkotika, yang ditetapkan padatanggal 1 September 1997, sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Dengan
diberlakukan Undang-undang baru, mempunya cakupan yang lebih luas dalam
mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk
mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran
narkotika. Sebelumnya dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya

penyalahgunaan narkotika pada tahun 1971, maka kegiatan penanggulangan

4 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h.4



bahaya narkotika diharapkan dapat dilakukan oleh POLRI, Keaksaan,
Pengadilan, dengan membentuk suatu Badan Koordinasi yang di dalamnya
terdapat unsur-unsur lembaga atau jawatan yang kegiatannya langsung maupun
tidak langsung berhubungan dengan masalah narkotika.

Sebenarnya, Narkotika adalah semacam obat bius yang peredarannya
sangat ketat pengawasannya oleh pemerintah, dalam arti tidak sembarang orang
boleh menggunakannya. Narkotika merupakan obat yang bermanfaat apabila
digunakan secara tepat dan benar. Sebelum adanya larangan penggunaan morfin,
obat-obatan yang mengandung morfin dapat dijual bebas. Sekarang
penggunaannya dibatasi, dan setiap penggunaan harus dengan resep dokter, dan
resep tersebut hanya berlaku satu kali dan harus dilaporkan ke Departemen
Kesehatan setigp bulannya. Narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan
terhadap pemakainya.

Adapun dampak bagi pemakainya, apabila sudah tergantung pada
narkotika, maka ketahanan fisik akan menjadi berkurang dan kemudian akan
disusul dengan kehancuran mental. Pada masyarakat, akibat dari ketergantungan
ini terjadi apabila datang saat ketagihan dan pecandu sudah kehabisan uang dan
harta bendanya, maka pecandu akan bertindak dengan menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan narkotika yang dibutuhkan, dengan melakukan perbuatan
melanggar hukum.

Remaja sebagai kelompok usia yang masih mencari jati diri, merupakan

generasi harapan yang memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi cara



berfikirnya masih belum mencapa kematangan dalam menghadapi persoalan
hidup. Sehingga cenderung mudah dipengaruhi narkoba, korban penyal ahgunaan
narkoba paling banyak adalah kalangan generasi muda, mulai dari TK, siswa SD,
SMP, SMA hingga mahasiswa. Keadaan ini menjadi tugas dan tantangan yang
sungguh tidak mudah untuk dihadapi, dalam hal ini peran orang tua untuk tetap
mengawasi anak-anaknya masih sangat penting agar mereka tidak tergiur oleh
minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Mengenai ketentuan pidana bagi pengguna Narkotika tersebut di muat
dalam pasal 85 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika, di dalam pasal 85 tersebut telah di jelaskan bahwa yang dimaksud
dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan
narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Dan
jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan,maka dia harus
menjalani rehabilitass baik medis maupun sosia, dan pengobatan serta
rehabilitasi bagi yag bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjaani
pidana.®

Dalam keterlibatan anak dengan ketergantungan narkoba, tidak |epas dari
peran kontrol yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, sebaga orang
tua harus bisa mendidik atau melindungi anak dari ancaman bahaya narkoba.
Kewajiban orang tua terhadapa anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik

maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya

® Ibid, h. 69



menjadi penjahat. Karena suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dan
orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja.®

Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua
(suami-istri). Setigp amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan
mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Adapun hakekat dan
fungs amanah tentang pemeliharaan anak-anak mengandung nilai dan arti yang
jauh lebih dalam dan luas daripada amanah-amanah yang lain, sebab di dalamnya
melekat secara langsung kepentingan manusia yang bersangkutan (bapak-ibu).’

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 terdapat
pasal yang menjelaskan tentang kewgjiban orang tua ketika ankanya ada yang
terlibat masalah narkotika, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah
cukup umur. Kewgjiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam pasal 46
ayat 1 dan 2, yang berbunyi :

“Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
mendapatkanpengobatan dan atau perawatan”

“Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau

di;aporkan oleh keluarganyakepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan’.®

Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara
langsung didalam Al-qur’an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur’an hanya

menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu figh, bila suatu

® Singgih, Dari Anak Sampai Usia Lanjut, h. 275
Y unan Nasution, Pegangan Hidup 111, h. 52
8 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h.18-19



hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui
metode qiyas (analogi hukum).
Adapun dasar hukum tentang larangan terhadap Khamr, yaitu terdapat

dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 219 :°
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Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berpikir”’.

Daam hukum Islam kita juga mengenal adanya tujuan syari’at Islam
dalam menetapkan hukumnya yang terangkum dalam al-Maga>sid al-Khamsah,
yaitu :*°
1. Memelihara agama
2. Memeliharajiwa
3. Memelihara akal
4. Memeliharaketurunan, dan

5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

° Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 53
1% smail Muhammad Syah, dkk., Filsafat Hukum Islam, h. 65-113



Secara global dapat dikatakan bahwa tujuan syara’ dalam menetapkann
hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, baik
kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat nanti.

Sementara itu, dalam penerapan hukum pidana Islam, kita perlu mengenal
beberapa asas-asas pokok yang sudah diterapkan oleh hukum Islam, yaitu :**

1. Asas Legditas (Nullum DelictumNulla Poena sine Praevia Lege Poenali:
tiada hukum sebelum ada ketentuan lain teerlebih dulu).

2. Asas Tidak berlaku Surut

3. Asas Praduga Tak Besalah (principle of lawfulness)

4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum (equality before the law)

Adapun pendapat lain tentang asas yang menjadi batu pijakan dalam
penerapan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Siddigiey ada lima asas pokok,
yaitu :*2
1. Persamaan
2. Keadilan
3. Kemaslahatan
4. Tidak memberatkan, dan

5. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya sendiri.

1bid, h. 10-18
12 Nouruzzaman Shiddigie, Figh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya, h. 89



Sedangkan tujuan daripada hukum pidana Islam oleh para ahli hukum
Islam telah diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut :**

a. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia

b. Menjamin keperluan hidup sekunder (hajiyah)

c. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi
kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur
urusan hidup lebih baik (kebutuhan tersier) atau tahsinat.

Daam hukum Islam, kegahatan (jari>mah/jina>yah) di definisikan
sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang
pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.**

Sedangkan para Ulama>" sepakat bahwa para konsumen khanmr
ditetapkan sanksi hukum ha>dd, yaitu hukum dera sesuai dengan berat
ringannya tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.™

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam hukum
Islam dengan jelas, bahwa orang tuanyalah yang memegang peran penting
(tanggung jawab) untuk melakukan dan melaksanakan hadhanah terhadap anak-
anaknya (keturunan) dengan sebaik-baiknya. Di sini peran orang tua terhadap
anak memegang peran yang amat penting, malah boleh dibilang yang paling

menentukan.

3 |bid, h. 90
% 1bid, h. 20
8 Zainudin Ali. hukum Pidan Islam, h. 101
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B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang
No. 22 tahun 1997?

2. Apa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua atau wali yang
melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut Undang-
undang No. 22 tahun 19977?

3. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari

pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut hukum pidana Islam?

C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah penyalahgunan narkotika, sebenarnya sudah banyak
dilakukan, karena masalah yang menimpa pelaku penyalahgunaan narkotika
(pembuat, pengedar, pecandu) di negara kita ini sampai sekarang masih banyak
dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku yang berada
dalam tahanan pun masih bisa menggunakan narkotika tersebut.

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis
oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan Mazthab dan Hukum
(PMH) IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997
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(Studi Komparatif)”. Skrips tersebut membahas tentang sanks pidana mati dari
hukum pidan Islam dan UU No.22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatunkan bagi pengedar,
pembuat, dan pecandu narkotika. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa hukum
pidana Islam dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 sama-sama menetapkan
bahwa hukuman mati sebaga hukuman maksimal bagi penyalahgunaan
narkotika.

Selanjutnya, terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudari Y uni
Nuriana dengan judul pidana mati terhadap pengedar narkotika (putusan PN
Probolinggo). Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa adanya motivasi dalam UU
No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar
narkotika.

Selain itu Indah Fathonah juga membahas narkotika dalam skripsinya
yang berjudul “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psikotropika
Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang
Penerapan pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Pasal 47
UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)™. Intinya, skripsi tersebut membahas
tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanks pidana
terhadap pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika, dan akibat hukum yang
ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain

itu juga membahas penerapan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika
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dan psikotropika yang terbukti melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya
dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang
pertama membahas tentang sanksi pidana dari hukum Islam dan UU No.22
Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
yang dijatuhkan bagi pengedar, pembuat, dan pecandu narkotika. Sedangkan
dalam skrips yang kedua membahas adanya motivasi dalam UU No. 22 tahun
1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar narkotika.
Dan skripsi yang ketiga membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam
konteks penjatuhan sanks pidana terhadap pelaku keahatan narkotika dan
psikotropika, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitas yang
dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain itu juga membahas penerapan
putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan psikotropika yang terbukti
melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis diatas
sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul > Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari
Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-undang
No. 22 Tahun 1997, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tindak pidana
bagi orang tua atau wali yang telah mengetahui anaknya yang belum cukup umur

telah menggunakan Narkotika.
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D. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi
orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut
pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997.

2. Untuk mengetahui apa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua atau
wali yang melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut
Undang-undang No. 22 tahun 1997.

3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi
orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut

hukum pidana Islam.

E. Kegunaan Hasil Penélitian
Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat, dan berguna serta
minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :
a SecaraTeoretis
Secara teoretis, hasil dari pendlitian ini dimaksudkan untuk
memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan
Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

b. Secara Praktis
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Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan
terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang
belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan

hukum pidana Islam.

F. Definisi operasional
Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu
sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya
Adapun judul skripsi adalah ““ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum
Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997”°. dan agar
tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu
kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :
Tindak Pidana . Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang
dan diancam dengan pidana, barang siapa yang
melanggar larangan tersebut®.
Orang Tua : Adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan /

atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.’

1 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum |slam dan Hukum Nasional, h. 60
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. Adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

menjalankan kekuasaan asuh sebaga orang tua

terhadap anak.'®

: Orang yang menggunakan atau menyal ahgunakan

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika, baik secara fisik maupun psikis'®.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 : Undang-undang yang secara khusus

Hukum Pidana lslam

G. Metode Pendlitian

mengatur tentang tindak pidana narkotika.

. segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana

atau perbuatan yang dilakukan orang mukallaf
(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai
hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang

terperinci dari Al-qur’an dan h}a>dis|.

1. DataYang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi literatur, oleh karena itu data yang dikumpulkan

atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang :

" Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Bab |, ketentuan umum, pasal 1(4), h. 4

8 1bid, pasal 1(5), h. 4

19 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h. 4
2 7ainudin, Ali. Hukum Islam,Pengantar Hukum Islam di Indonesia, h. 102
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a. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau
wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86
Undang-undang No. 22 tahun 1997.

b. Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua atau wali yang
melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut
Undang-undang No. 22 tahun 1997.

c. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau
wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut hukum
pidana Islam.

2. Sumber Data
Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skrips ini
terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai
berikut :

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan penulis dalam pembahasan
skripsi ini adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang tindak
pidana narkotika

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah
berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang
mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun sumber

sekunder yang berupa buku, yaitu :
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Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Nasional

Indrawan, Kiat Ampuh Menangkal Narkoba

Ismail Muhammad Syah, dkk., Filsafat Hukum Islam

Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas, dan
Rasionalisasi.

Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam,

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam
Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam

Abdurrahman Al-maliki Sistem Sanksi Dalam Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Daam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian

kepustakaan (bibliography research). Karena itu, data yang diperoleh di

dalam pendlitian ini digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku

ataupun dari karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan

pembahasan skripsi ini. Data penelitian keseluruhannya diperoleh dan

dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (text reading).

4. Teknik Andisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa

dataini dengan metode menggunakan metode sebagal berikut :
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a Deskriptif-analitis, yaitu metode yang digunakan  untuk
menggambarkan dan memaparkan tentang konsep tindak pidana bagi
orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
menurut Pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan konsep
sanksi ha>dd dalam hukum pidana Islam.

b. Deduktif, yaitu proses penyelidikan yang memaparkan konsep tindak
pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum
cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997
maupun dalam hukum pidana Islam serta konsep sanksi ha>dd dalam
hukum pidana Islam dan analisis terhadap deskripsi tindak pidana bagi
orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 serta kedudukan

dalam perspektif hukum pidanalslam.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis
akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan
skripsi ini terdiri dari limabab dengan pembahsan sebagai berikut :
BAB | . Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang
memuat uraian tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, kgian pustaka, tujuan pendlitian,



BAB I

BAB Il

BAB

v
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kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, sistematika pembahasan.

: Bab kedua merupakan bagian landasan teori, beris

tentang konsep tinjauan umum tentang khamr dalam
hukum pidana Islam, bab ini meliputi empat subbab
bahasan, yaitu : subbab yang pertama pengertian
khamr, Subbab yang kedua adalah faktor-faktor
penyebab penyalahgunaan khamr, subbab yang ketiga
adalah dasar larangan khamr, dan subbab keempat
adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap

pidana khamr.

. Bab ketiga pembahasan yang menguraikan tentang

konsep tindak pidana terhadap orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut
Undang-undang No. 22 tahun 1997. Bab ini terdiri dari
empat subbab bahasan, yaitu : Pengertian Tentang
Narkotika, Jenisjenis Narkotika, dampak narkotika
terhadap kesehatan, sanksi bagi pengguna narkotika

menurut undang-undang No. 22 Tahun 1997.

: Bab keempat menguraikan tindak pidana bagi orang tua

atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup

umur menurut pasal 86 undang-undang no. 22 tahun
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1997 dan hukum pidana islam. Dalam bab keempat ini
memiliki tiga subbab, yaitu : Yang pertama bagaimana
tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86
Undang-undang No. 22 Tahun1997, yang kedua apa
bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap orang tua atau
wali yang melindungi pecandu narkotika yang belum
cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22
Tahun 1997. Yang ketiga, bagaimana sanksi hukum
terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut

hukum pidana Islam.

. Bab lima adalah bab terakhir atau penutup dari

keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi

kesimpulan dan saran-saran.



BAB ||
TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Khamr
Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara
langsung di dalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur’an hanya
menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu figh, bila suatu hukum
belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode giyas
(analogi hukum).
Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat

peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan menurut Mardani

mengatakan bahwa khamr secara etimologi berasal dari kata | ,&~ % ,& yang

berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung

yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khima>r , L& karena kerudung itu

menutupi kepala dan rambutnya.' Pada era modern, benda yang memabukkan

! Mardanai Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektf hukum islam dan hukum pidana
nasional, h. 73-74

22
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dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, kapsul atau
serbuk, sesuai kepentingan dengan kondisi pemakai.?

Secaraterminologi adalah :

dowy )l 8 W o pat wdaing il ot L SOl @allly ¢ 20l O L (3 ek O
o pb om0 S Byl e O SS B Lge

Artinya “Bahwa Khamr (minuman keras) menurut pengertian syara’ dan bahasa
arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya,
khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari
anggur dan zat lainnya™
. Dasar Larangan

Minum minuman memabukkan (khamr) dan berjudi adalah dua perbuatan
yang dilarang. Para peminum khamr dan penjudi dinilai sebagai perilaku setan.
Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan
oleh Allah dalam Al-Qur’an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu yang
diungkapkan sebagai berikut :
1. Ayat-ayat Al-qur’an

a. Surat Al-Bagara>h Ayat 219

PR R S, e m omy

o L T Uy A 05 57 01 Logd By o3 o 2SS

2 |bid, h. 74
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Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari

manfaatnya....." 3

b. Surat Al-Nisa>" Ayat 43

- P

....... ujjjwu\,@f@&,ﬂﬁjom\\;};wyxdmwu

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapka. (Q.SAl-Nisa’ ayat 43).*

c. Surat Al-Maidah Ayat 90
ST ok e ey B3I Dl Sy s W) AT Ll T
O sl v_i),)ow G

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.®

. H{adig-h{adi Nabi

% Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 53
*1bid, h. 125
®lbid, h. 176
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Ada beberapa h{adis| Rasulullah yang membicarakan masalah khamr

dan judi, sebagaimana h}a>dis} dibawah ini :
o I 2 - - g/a/ - o7 M @ - - 1@.5}0/ /\, - - - ° o .
D U 5 e e AT

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya : sesungguhnya seseorang
lelaki yang meminum arak telah dih}add apkan kepada Nabi saw. Kemudian
bagi 6r31da telah memukulnya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh
kali.

Sedangkan yang dimaksud dengan arak oleh agama Islam, diterangkan

oleh h{adig|]-h{adis yang tersebut dibawah ini :

F‘}wﬁ/;%ﬁwi‘)f&ﬂw‘&‘&M\me)Jwaof

“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”.
(H. S RMuslim)

Dalam h{adig| lain juga dinyatakan :
“\}}@;ﬁ“\u\ﬁygjuriﬂmmyﬁmu; e e

“Tiap-tiap minuman yang memabukkan itu haram”. (H. S. R. Bukhari dan
Muslim).”

8 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 2. h.56
" Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 8, h. 14
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Dari h{adig-h{adis tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud

dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan.®

C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Memabukkan

Penyalahgunaan minuman khamr dan obat-obatan sejenisnya bukanlah
suatu kegjadian yang sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan
akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena
yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Dwi
Yanny L. mengemukakan bahwa faktor penyebab penyalahhgunaan minuman

memabukkan dan sejenisnya adalah faktor individu dan faktor lingkungan. °

1. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri
atas roh, jiwa, dan raga. ldealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara
seimbang. Jiwa manusia terdiri dari tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), efeksi
(emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Didalam masa
perkembangan keiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembetukan
kepribadian kedunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada
pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi

buruk, entah pengaruh lingkungan dan atau faktor individu sendiri.

8 A. Hasan Soal Jawab Masalah Agama, h. 482
® zainudin Ali. Hukum Pidan Islam, h. 81
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Daam kaitan penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang
lainnya, maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus, antara
lain:

a. Adanya Gangguan Kepribadian
(1) Gangguan cara berfikir : keyakinan atau cara berfikir salah,
penalarannya.
(2) Gangguan Emosi : Emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu
percayadiri.

(3) Gangguan berfikir : kemalasan, motivas rendah, tidak tekun.

b. Faktor usia

c. Pandangan atau keyakinan yang keliru

2. Faktor Lingkungan
Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar tehadap anak
remga ke penyalahgunaan minuman yang memabukkan dan seenisnya
terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tiggal, keadaan di sekolah,
pengaruh teman pergaulan daan keadaan masyarakat pada umumnya.
a. Faktor Keluarga
b. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal
c. Keadaan di Sekolah

d. Pengaruh Teman Sebaya
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e. Keadaan masyarakat pada Umumnya™®

D. Sanks Tindak Pidana Peminum Khamr
Di dalam Al-qur’an terdapat landasan hukum bagi dilarangnya minuman

khamr, yaitu :

2 & 0

o5l Ol ok e Do PG LRIy Dl S5l ) 1547 Lol Gl

-

/. 5 o':gbﬂw//
-

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah per buatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.™

Landasan hukum dilarangnya khamr juga terdapat didalam h{adis| nabi

SAW sebagai berikut :
Lo LG J6 C.J Yy O e Z:C;f} LY a.us BT A A s o)
G Sl 1l §Tb G (300 08 L

Artinya : Sesungguhnya Allah telah mengharamakan khamr. Barang siapa
membaca ayat ini, sedangkan ia memiliki khamr janganlah meminum dan

' Ibid, h. 84
1 Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 176
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menjualnya, Abu Sa’id berkata : ““(kemudian) semua orang yang memiliki khamr
(keluar) menuju jalan-jalan (kota) madinah, lalu menumpahkannya.*?

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana Islam,
hukum ini mengena tiga jenis hukuman, yaitu jari>mah h{udud, jari>mah
gistas}, dan jari>mah ta’zi>r. Jari>mah h}udud adalah jari>mah yang di ancam
dengan hukuman h}add.™® Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang
ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jari>mah
h}udud ini ada tujuh macam vyaitu, zina, gazlaf (tuduhan palsu), syurbul khamr
(meminum minuman keras), sarigah (pencurian), h}irabah (perampokan), riddah
(murtad), dan Al-Bagyu (pemberontakan). Jari>mah gistas} dan diat adalah
jari>mah yang diancam dengan qis}as} dan diat, yang mana keduanya sudah
ditentukan oleh syara’. Bedanya dengan hukuman h}add adalah bahwa h}add
merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan gistas} dan diat adalah hak
manusia (individu). Jarimah gistas} dan diat hanya ada dua, yaitu pembunuhan
dan penganiayaan. Sedangkan jari>mah ta’zi>r adalah hukuman yang belum
ditentukan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya
maupun pelaksanaannya.

Dari keterangan diatas sudah sangat jelas sekali, bahwa sanks bagi
peminum khamr termasuk dalam perkara hudu>d, sedangkan pengertian hudu>d

adalah Orang yang minum khamr atau peminum minuman yang memabukkan

12 Abdurrahman al-Maliki. Sistem Sanksi dalam Islam, h. 69
¥ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.17
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wajib dijatuhi h}add , sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda

Z}MG;;?QQ&JGgﬁjw&\gﬁp@g\of%pda.,@,s o

Dari Qubaidhoh bin Du’aib bahwa Rasulullah berkata barang siapa meminum

khamr, maka jilidlah.**

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, h}a>dis|
tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun banyak. ljma’ sahabat telah
sepakat, bahwa peminum khamr harus dijatuhi h}add jilid. Mereka sepakat atas
penetapan h}add (bagi) peminum khamr, dan sepakat bahwa hjadd bagi
peminum khamr tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.

Ulama’ yang mendliti h}a>dis-h}a>dis| Nabi SAW, tentang jilid
peminum khamr, akan menjumpai bahwa peminum khamr dijilid 40 kali. Dan
boleh ditambah 40 kali jilid. Dan pendapat lain mengatakan boleh ditambah Iebih
dari 40 kali jilid. H}a>dis|-h}a>dis| yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
menjilid 40 kali antara lain, Imam Muslim mengeluarkan dalam h}a>dis| Hudlain
bin Mundzir tentang kisah penjilidan al-Walid, bahwa Ali Bin Abi Thalib Ra

berkata :*°

14 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz 2 h.165
% Abdurrahman almaliki. Sstem Sanksi dalam Islam, h.72-73
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2

&y;@aﬁ;@;tﬁ;@@;t»;;&@;up@g\:u;.Ju;

Nabi SAW, menjadi 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali dan

semuanya adalah sunnah.

Sedangkan menurut pendapat Imam Tirmidzi mengeluarkan h}a>dis dari

Abi Sa’id :

- 0 o £ oo - o - ° . s s /‘// o7 /& ﬂ/ )‘ Ty o8 . ‘/.:

Bahwa Rasulullah SAW, memukul (para peminum khamr) sebanyak 40
kali dengan pelapah kurma.’®

Dari h}la>dis|-h}a>dis| di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa
peminum khamr dijilid 40 kali, dan seluruhnya menunjukkan dengan jelas
(bilangan) 40 kali. Cukuplah kiranya berpegang pada h}a>dis| Ali Ra, yakni

sabda Rasulullah SAW :

MJ\H”WML;_@ D A

Artinya: Nabi SAW. Menjilid 40 kali

16 Abi 'lsa Muhammad ibn 'Isaibn Saurah, Jami’us Shahih Sunan Tirmidzi Juz 4, h. 118
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Al-Qur’an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal itu diletakkan
oleh nabi yang melaui sunnah fi’liyahnya diketahui bahwa hukuman dari
jari>mah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar
ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam
Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam
syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh
menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman h}add ,
sedangkan sisanya adalah hukuman ta’zi>r."

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal bahwa suatu perbuatan
baru di anggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.
Unsur-unsur ini ada yang umum ada juga yang khusus. Unsur umum berlaku
untuk semua jari>mah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-
masing jarimah dan berbeda antara jari>mah yang satu dengan yang lain.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk
jarimah itu ada tiga macam :*8
1. Unsur formil yaitu adanya Nash (ketentuan yang melarang perbuatan dan

mengancamnya dengan hukuman.
Daam membicarakan unsur formil ini, terdapat lima masalah pokok sebagai

berikut :

" Topo santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. h. 27-28
18 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h. 28
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a. Asaslegditas dalam hukum pidana lslam
Dalam unsur formal jarimah adalah ketentuan syara’ yang
menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai
jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan
tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, tidak ada
jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu nash.
b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana lslam
Jumhur Ulama’ telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada
umumnya ada empat, yaitu Al-qur’an, Al-Sunnah, ijma’, dan giyas.
Sumber pertama dan kedua (Al-qur’an dan Al-Sunnah) merupakan dasar
pokok syari’at Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum.
Sedangkan sumber ketiga dan keempat yaitu ijma’ dan giyas sebenarnya
tidak membawa aturan-aturan dasar yang baru atau aturan-aturan yang
bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara
pengmbilan (istinbat) hukum dari nas}-nas} Al-qur’an dan Al-Sunnah.™
c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
Setiap peraturan atau Undang-undang mesti ada masa berlakunya,
yakni sgjak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan

dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1

9 |bid, h 46
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ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal tersebut berbunyi :
Tiada suatu perbuatan dapat kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.?
d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana lslam

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau
kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional.
Syariat 1lam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia,, baik
mereka itu muslim atau nonmuslim, sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur’an surat Al-Anbiya>’ ayat 107.

Sl 15T Y1 BELT G

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (Q.SAl-Anbiyaa’ : 107)%

Akan tetapi, tidak semua orang percaya kepada syariat Islam,
sedangkan syariat ini tidak mungkin dipaksakan maka dalam
kenyataannya syariat I1slam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang
berada dalam kekuasaan kaum muslimin sgja.

e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana lslam

Hukum pidana syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya

tidak membeda-bedakan tingkat manusia. Sejak pertama kali diturunkan

% Moeljatno, KUHP h. 3
2 Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 508
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syariat Isam memandang bahwa semua orang kaya dan orang miskin,
bangsawan dan rakyat jelata serta penguasa dan penduduk bisaa. Jadi,
setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik
ia penguasa maupun rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat
jelata®
2. Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku yang membetuk jarimah, baik
berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
a. Percobaan melakukan jari>mah
Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah
ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan. Perbuatan
tersebut adakalanya telah selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai
karena ada sebab-sebab dari luar, jarimah yang tidak selesai ini dalam
hukum positif disebut perbuatan percobaan.
b. Turut sertamelakukan jari>mah
Suatu jari>mah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan
adakalanya dilakukan oleh lebih satu orang. Apabila beberapa orang
bersama-sama melakukan sesuatu jarimah maka perbuatannya itu disebut

turut berbuat jari>mah.

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.56
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3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya.?®
a  Pertanggungjawaban Pidana®*

Dalam menguraikan pertanggungjawaban ini, ada beberapa hal
yang perlu diketahui. Diantaranya:
1). Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana
Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam
adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak
adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri,
dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari
perbuatannya tersebut.
2). Siapa yang dibebani pertanggungjawaban
Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan
adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang

lain. Hal itu didasarkan dalam Al-qur’an :

...... S 59805 5 Y

Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. (QS Fathir : 18)%

3 |bid, h. 27-28
2 |bid, h. 74
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3). Sebab dan tingkatan pertanggungjawaban pidana
Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana
adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang
oleh syara’ atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang
diperintahkan oleh syara’. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana
adalah melakukan kejahatan.
4). Beberapa hal yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana
Dalam membicarakan tentang beberapa hal yang memengaruhi
pertanggungjawaban pidana, menurut Ahmad Wardi Muslich telah
menjelaskan adatiga hal. Yaitu, pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.
5). Pengaruh rela menjadi objek jari>mah atas pertanggungjawaban
pidana
Kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarimah
tidak dapat mengubah sifat jari>mah itu (tetap dilarang) ddan tidak
memengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu
dapat menghapuskan salah satu unsure jarimah tersebut. Misalnya
dalam jarimah pencurian, karena unsure pokoknya adalah mengambil
harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta tersebut
menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah

mubah bukan jari>mah.

% Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 698
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6). Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan
pertanggugjawaban pidana
Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada
tiga macam, yaitu perbuatan langsung, perbuatan sebab, dan perbuatan
syarat. Yang mana pemisahan antara tiga macam itu diperlukan untuk
menentukan siapa pelaku sebenarnya dan sigpa yang bukan.
7). Hubungan perbuatan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana
Bagi pembuat syarat tidak ada pertanggungjawaban pidana,
selama dengan perbuatannya itu tidak bermaksud untuk turut serta,
memudahkan atau member bantuan untuk terlaksananya jarimah.
Sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan
pertanggungjawaban pidana atas perbuatanny, karena keduanya
merupakan sebab adanya jari>mah.
b. Hapusnya pertanggungjawaban Pidana
Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang
dilarang dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya
sgja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya
hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sedangkan sebab-sebab hapusnya
hukuman ini ada empat macam, yaitu : Paksaan, mabuk, gila dan anak

yang masih dibawah umur.
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Pada dasarnya menurut syari’at Islam, hukuman-hukuman yang
telah ditetapkan jumlahhnya dalam jari>mah hudud dan qis}as}
dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung.
Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam
jari>mah hanya dijatuhi hukuman ta’zi>r.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung
tersebut, hanya berlaku dalam jarimah hudud dan gistas} dan tidak
berlaku untuk jari>mah ta’zi>r. Dengan demikian, dalam jarimah ta’zi>r
tidak ada perbedaan antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab
perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk jari>mah ta’zi>r
dan hukumannya juga hukuman jarimah ta’zi>r. Sedangkan syara’ tidak
memisahkan antara jari>mah ta’zi>r yang satu dengan jari>mah ta’zi>r
yang lainnya.®®

Dalam mengenai hukuman orang tua atau wali tersebut, karena
mereka tidak melakukan secara lagsung maka mereka dihukum jarimah
ta’zi>r. Oleh karena ta’zi>r merupakan hukuman yang belum ditetapkan
oleh syara’, maka kebijakan penetapan sanksi ta’zi>r diserahkan kapda
ulil amri melaui ijtihad para gadi. Hukuman ta’zi>r ini jenisnya beragam,
namun secara garis besar macam-macam hukuman ta’zi>r sebagai

berikut :

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.73
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a  Hukuman Mati

Meskipun tujuan diadakannya hukuan ta’zi>r itu untuk
memberi pengajaran (ta’dib) dan tidak boleh sampai membinasakan,
namun kebanyakan para fugaha membuat suatu pengecualian, yaitu
diperbolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila hukuman itu
dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana

spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.

. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam
syari’at Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang
dikenakan hukuman jilid, seperti zina, gadzaf, dan meminum khmar.
Untuk jarimah-jarimah ta’zi>r bisa ditergpkan dalam berbagal
jarimah. Menurut Imam boleh menjatuhkan sanksi pemukulan dengan
batang dahan, tongkat, dan menjatuhkan sanksi dengan jilid. '
Hukuman Kawalan

Dalam syari’at Islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu
hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.
Pengertian terbatas dan tidak terbatas dalam konteks ini adalah segi

waktu.?

2" Abdurrahman Al-maliki, Sstem sanksi dalam Islam, h. 255
% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.159
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d. Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman
ta’zi>r. Dalam jarimah zina ghair muhshan, Imam Abu Hanifah
menganggapnya sebagai hukuman ta’zi>r. Tetapi Imam-imam yang
lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah
selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat
menjalar atau merugikan orang lain.
e. Hukuman Salib
Hukuman salib untuk jarimah ta’zi>r tidak dibarengi atau
didahului dengan hukuman mati, melainkan hukuman disalib dalam
keadaan hidup. la (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum,
wudlu, dan sholat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh
lebih dari tiga hari.
f.  Hukuman Ancaman
Ancaman merupakan salah satu hukuman ta’zi>r, dengan
syarat akan membawa hasil dan bukan omong kosong. Contohnya
seperti ancaman akan dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman
yang lebih berat, apabila pelakunya mengulangi perbuatannya.
g. Hukuman Denda
Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman

ta’zi>r, diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah
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pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini
pelaku tidak di kenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda
dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang di ambil, disamping
hukuman lain yang sesuai.?®

Sebagaimana dalam hadist nabi :
s JB oy aele &) o & Jgoy 0T i &1 o) 58 0l 5
o b ol o M5 el Vg n) ) e o VI e J O ST 5

L o Ul oo S5 2nY ans oo pU1 oo @Y1 o ale O 2L U Lo

(ks 03)

Artinya “Abu Huroiroh r. a : Rasulullah SAW bersabda. Sapa
yang mengajak kejalan hidayat, maka baginya dari pahala seperti
pahala (sebanyak pahala) pengikutnya, dengan tidaka mengurangi
sedikitpun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kejalan
sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya,
dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun (H. R.
Muslim).*

Dari hadist tersebut sudah sangat jelas, bahwa orang yang

mengetahui kesesatan kemudian dia juga mengajak orang lain. Maka

#bid, h. 162
% |mam An-Nawawi Riyadhus Sholihin, h. 187



orang tersebut akan tetap mendapatkan dosa-dosa sebagaimana seperti
orang yang melakukan, dengan arti hukumannya pula. Sedangkan
dalam hukum pidana Islam masalah gugurnya hukuman bagi anak-
anak yang di bawah umur, sudah dijelaskan di atas. Kemudian
hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. Karena
orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.
Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan
kewgjibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung
akibatnya, yaitu diberi sanks karenakelaliannya.

Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-
orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan kondis tidak lupa.
Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila
sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah
ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.
Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak
akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan.
Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih
ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan
kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang
menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi

hak-hak anaknya).



Hukuman-hukuman ta’zi>r yang telah dipaparkan di atas kalau
di sederhanakan dapat dipilih menjadi dua bagian, yaitu fisik dan
hukuman mental. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap
anaknya yang meeminum khamr yang tidak ada ketentuan sanksinya
dalam hukum pidana Islam, maka hukuman-hukuman dapat diterapkan
sebagai pilihan-pilihan hukuman bagi para pelakunya.

Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya
menggunakan khamr dapat dikatagorikan sebagai jarimah ta’zi>r yang
berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina,
hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat

menjalar atau merugikan orang lain.
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TINDAK PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI DARI
PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP UMUR

MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997

A. Pengertian Narkotika dan Searah Perkembangannya.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa inggris narcose atau
narcosis yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari yunani
yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.
Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong),bahan-
bahan pembius dan obat bius. *

Sedangkan dalam Isklopedi Nasional dijelaskan bahwa Narkotika adalah
sekelompok zat yang menimbulkan kecanduan (adiksi) mirip morfina. Senyawa
ini dapat berasal dari tumbuhan yang mengandung alkoholid candu atau dibuat
dilaboratorium secara semisintetis atau sintesis. Dalam Undang-undang
kefarmasian, narkotika mencakup juga obat yang tidak termasuk kelompok

morfina.?

! Mardanai, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektf Hukum |slam dan Hukum Pidana
Nasional, h. 78
Z Insklopedi Nasional Indonesia jilid 11, h. 27

46
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Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang
dimaksud dengan narkotika adalah :
1. Narkotikaalami, terdiri dari :
a. Kelompok opiat atau candu, yang terdiri dari :
1) Biji, buah, jerami dari tanaman papaver;
2) Opium mentah yang berupa getah membeku;
3) Opium masak, meliputi :
a) Candu, opium mentah yang diolah;
b) Jicing, sisa candu yang telah diisap;
¢) Jicing Ko, hasil pengolahan Jicing.
4) Opium obat, yaitu opium mentah yang diolah untuk pengobatan.
5) Morfin adalah akaloida utamadari opium.
b. Kelompok koka, terdiri dari :
1) Semuatanaman jenis coca.
2) Daun coca.
3) Cocaine mentah.
4) Ecgonina.
c. Kelompok ganja, terdiri dari :
1) Semuabagian tanaman jenis Cannabis termasuk : biji dan buahnya.
2) Damar ganja.

2. Garam-garam dan turunan dari morfin dan kokain.



48

3. Bahan-bahan lain baik alamiah maupun sintetis serta semi sintetis yang belum
disebutkan.®

Adapun menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang

Narkotika, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angkal:
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, atau yang
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan™.

Salah satu bahan narkotika yang terpenting adalah candu atau opium.
Candu menurut ahli farmasi sudah mulai digunakan oleh manusia sejak 5000
tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk ditinggal kan.
Thomas Syhenhan, pendiri dan pelopor dari Clinical Medicine pernah berkata
bahwa “Tanpa opium pengobatan akan lenyap”.* Hal ini membuktikan, bahwa
opium sangat penting, sehingga benar-benar terbukti kalau narkotika sangat
diperlukan dalam dunia kedokteran.

Narkotika sering diberi istilah sebagai drug (zat). Zat narkotik mempunyai
ciri-ciri tertentu dan dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka
yang menggunakan, dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh ini

berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan dan halusinasi, atau

timbulnya khayalan-khayalan. Sifat seperti itu, terdapat dalam dunia medis, yang

% Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika
“ Badan Koordinasi Pelaksana Inpres Nomor 6 tahun 1971, Perang Total Melawan Narkotika
Il, Jakarta, hal. 11,17
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mempunyai tujuan dan manfaat bagi pengobatan, contohnya untuk pembedahan,
menghilangkan rasa sakit.

Dari segi negatifnya, zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan /
ketagihan, yang dapat mengakibatkan s pemaka tergantung pada zat-zat
narkotika tersebut. Dari segi medis, adanya pengaturan pemakaian menurut dosis,
sehingga efek kecanduan / ketergantungan dapat dihindarkan. Oleh karena itu,
pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian, pemakaian
yang tanpa pengawasan dan pengendalian, disebut sebagai penyalahgunaan
narkotika, yang berakibat pada terancamnya kehidupan manusia, baik ditinjau
dari segi pemakainya, masyarakat, maupun negara.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah
narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah
Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo Nomor 536)
yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak
menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (Verdovende
middelen) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.”

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei
1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah *“obat bius” diganti dengan

“Narkotika”.® (Inpres, 1971 : 18).

® Andi Hamzah, RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), hal. 13
® Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika
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Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang
Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara
resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22
tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang
Nomor 9 tahun 1976.

Daam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika,
sebagai mana disebutkan dalam pasal 2, bab 11, berbunyi :

(1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala
bentuk yang berhubungan dengan narkotika.
(2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadii :
a. Narkotika Golongan I,
b. Narkotika Golongan |1, dan
c. Narkotika Golongan Il1.

Sebagimana disebutkan dalam pasal 5, bahwa narkotika Golongan | hanya
dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Narkotika Golongan Il adalah
narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebaga pilihan terakhir dan
dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyal potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan narkotika Golongan |11 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
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dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan sertamempunyai potensi ringan mengakibatkan ketregantungan.’
Efek samping dari narkoba bisa bermacam-macam, antara lain :

mengurangi rasa sakit, membuat orang terstimulasi, atau menenangkan

(mengantuk). Jadi, yang termasuk dalam narkotika adalah :

a Narkotik

b. Inhalan

c. Obat Psikotropik

d. Zat Adiktif

e. Hausinogenik

B. JenisjenisNarkotika

Seperti yang telah disebutkan, yang dimaksud Narkoba adalah Narkotika
dan obat-obat berbahaya. Narkoba sering juga disebut Napza, yakni Narkotika,
alcohol, psikotropika, dan zat adiktif, atau Naza ( Narkotika dan Zat Adiktif),
yang kesemuanya merupakan kelompok obat-obatan yang berpengaruh tinggi dan
keras terhadap susunan saraf otak pusat (SSP), serta biasa menimbulkan
ketegantungan dalam jangka panjang.
Adapun jenis-jenis narkotika yang dikena orang pada umumnya, adalah :

1. Asian Poppy (Papaver Sornniferun)

" Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h, 50
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Dikena pula dengan nama opium atau candu, yang sudah
dibudidayakan sgjak ribuan tahun yang lalu untuk bahan obat-obatan.
Terutama buahnya yang masih muda atau getah dari buahnya.® Getah buah itu
sebelum dikeringkan berwarna putih dan kental seperti susu; yang akan keluar
dari buahnya bila buah itu dipotong. Dan getah itulah yang setelah
dikeringkan dikenal opium, atau candu (madat).

Dan dari getah asian poppy atau opium, dihasilkan ‘bubuk putih’ yang
disebut morfin serta heroin, yang sebenarny juga merupakan obat yang sangat
penting, tetapi sayang, sgak dahulu memang telah sering disalahgunakan.
Opium, morfin dan heroin disebut obat berbahaya karena dari pemakaian obat
ini efek utamanya yang membahayakan ialah bisa menimbulkan ketagihan,
yang bila dipenuhi tuntutan ketagihan nya akan terus pula menuntut dosis
yang semakin lama akan semakin bertambah hingga akhirnya membawa
maut.

2. Marijuana

Dalam istilah medis atau nama Latin, marijuana disebut Cannabis
Sativa. Marijuana berasal dari Mexico dan merupakan tumbuhan berumah
dua, yakni pohon yang satu berbunga jantan dan yang satunya lagi berbunga

betina. Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang

8 Indrawan, Kiat Ampuh Menangkal Narkoba, h. 17
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mengeluarkan sgjenis dammar atau resin yang kemudian sering dikeringkan
untuk dijadikan ramuan untuk tembakau atau rokok.’

Dammar dan daun itulah yang bersifat psikologis aktif, atau
mengandung zat narkotik aktif , terutama tetrahidrokanabirol yang bias
memabukkan. Atau zat-zat narkotik aktif lainnya, yang diantaranya terdapat
sejenis fenol yang kemudian disebut Cannabinol.*°

Marijuana merupakan tumbuhan tahunan yang mudah ditanam dan
tumbuh. Tumbuhan itu di Turki di kenal dengan nama Hasbis. Di Maroko
disebut Kef, di India disebut Bhang, dan di Cina dinamakan Ma."*

Karena tanaman ganja dari jenis Cannabis Sativa, walau disebutkan
bahwa efek ketergantungannya tidak separah morfin, tetapi sama sga bisa
membuat pemakainya menjadi ketagihan (sakaw). Dan juga menimbulkan
halusinasi, yang lambat laun akan bisa mengganggu kejiwaan dan merusak

SSP (Susunan Syaraf Pusat).

. Heroin

Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1806 oleh Fredich
Sertumer, kemudian pada tahun 1989, Dr. Dresser, seorang ilmuwan
berkebangsaan jerman telah menemukan zat heroin. Semula zat baru ini

(heroin) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan

% Ibid, h.19
191bid, h.19
% 1bid, h.19
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bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi, harapan tersebut
tidak berlangsung lama, karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan
bahkan lebih cepat daripada morphine serta lebih susah disembuhka para
pecandunya.?

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan
morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan
proses kiimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalas dengan
aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau
asetilklorid.*

4. Koka (Erythroxylaon Cocae)

Pohon Koka dikenal berasal dari Amerika Selatan. Daunnya
mengandung zat kokaina (kokain), yang bila sering ddikonsums dapat
merusak paru-paru, dan juga melemahkan saraf otot (membuat tubuh menjadi
lemah dan lemas) bahkan bisa membuat tubuh menjadi lumpuh.

Daun koka sesungguhnya merupkan salah satu bahan obat yang
penting untuk pembiusan local; sehingga tidak akan terasa sakit. Atau yabg
sering disebut “pati rasa’(analgesic), yang digunakan atau yang diperlukan di

dalam dunia pengobatan; terutama untuk melakukan operasi-operasi ringan.

2 Mardanai, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektf Hukum |slam dan Hukum Pidana
Nasional, h. 85
3 Ibid, h. 86
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Tetapi seperti halnya candu (opium atau morfin) dan ganja , kokain
yang terkenal sebagai obat bius dan umumnya berupa powder (tepung putih),
juga yang sering disalahgunakan, sehingga kini merupakan obat yang

terlarang diperjualbelikan secar bebas untuk umum.**

. Shabu-Shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil
berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-
shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki
pengaruh yangsangat kuatterhadap fungsi otak. Pemakaiannya segera akan
aktif, banyak ide, tidak merasa lelahmeski sudah bekerja lama, tidak lapar,

dan tiba-tiba memiliki rasa percayadiri yang besar.*®

. Putaw

Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi
muda saat ini, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar di anggap tidak
ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina
yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh
para pecandu narkotika, barang yangsegenis heroin yang masih serumpun
dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya sgja kadar narkotika yang dikandung

putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat enam.®

¥ Indrawan, Kiat Ampuh Menangkal Narkoba, h. 20
> Mardanai, Penyalahgunaan ....., h. 86
' Ibid, h. 88
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Para junkies (istilah bagi para pecandu putaw), mereka biasanya
dengan cara mengejar dragon (naga), yaitu bubuk atau Kristal putaw
dipanaskan di atas kertas timah, lau keluarlah yang menyerupai dragon
(naga), dan kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara
lain adalah dengan nyipet, yaitu cara menyuntikkan putaw yang dilarutkan
kedalam air hangat kepembuluh darah. Kemungkinan tertular virus HIV atau
AIDS menjadi resiko cara seperti ini, karena memakai jarum suntik secara
bersamaan. Jadi, kebanyakan dari mereka memilih cara dengan mengejar

dragon.*’

. Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan
ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang
yang meminumnya lama kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran
sampai pada dosis keracunan (intoksidasi) atau mabuk.

. Sedativa atau Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat
atau penenang yang mengandung zat aktif nitazepam atau barbiturate atau
senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika

golongan IV.*®

7 |bid, h. 88
18 |bid, h. 89
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C. Dampak Narkotikaterhadap Kesehatan

Adapun beberapa gejala, seseorang yang ketagihan (adiksi) terhadap
narkoba. Gejala-gejala itu seperti : tulang sekujur badan terasa sakit, otot terasa
sakit dan linu, otot terasa kaku, kepala seperti hendak pecah, tenggorokan berisi
cairan kental, mata berair, hidung berlendir seperti kena flu, terus-menurus batuk,
sering menguap padahal tidak mengantuk, bulu kuduknya berdiri, tekanan darah
tinggi, suhu tubuh jauh di atas normal, perut terasa melilit,mencret-mencret tidak
terkendali, mengigil kedinginan, tidak berani menyentuh ar dan
menyembunyikan diri dari lingkungan keluarga.*®

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengkonsumsi narkoba bisa
meningkatkan kemampuan seksual, tapi pernyataan tersebut tidak dibenarka oleh
salah satu dokter yang praktek di RS. dr Soetomo Surabaya. Beliau adalah dr.
Susanto Suryaadmad]a, kata beliau malah timbul akibat sebaliknya. Mengonsumsi
narkoba dalam jangka panjang bisa meningkatkan potensi disfungsi ereksi (DE),
juga bisa timbul gangguan keseimbangan dan beberapa penyakit mmenular yang

lain.?°

D. Sanks Bagi Pengguna Narkotika
Daam Undang-undang No. 22 tahun1997 tentang narkotika, pada Bab 11

ruang lingkup dan tujuan terdapat pada pasal 2 sampai 5 :

9 |bid, h. 98-99
% Jawa Pos tanggal 15 November, h. 15
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Pasal 2
(1). Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah
segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan
narkotika.
(2). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :

a. Narkotika Golongan I,

b. Narkotika Golongan I1; dan

c. Narkotika Golongan Il1.
(3). Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk
pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri

K esehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

b. Mencegah terjadinya penyal ahgunaan narkotika; dan

c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4
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Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5
Narkotika Golongan | hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan

lainnya.

Sedangkan bagi orang yang kecanduan wajib melapor, terdapat dalam

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 44 sampai 47 :

a)

b)

Pasal 44

(2). Untuk kepentigan pengobatan dan atau perawatan, pengguna narkotika
dapat memiliki, menyimpan, dan atau membawa narkotika

(2). Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimliki, disimpan, dan atau dibawa
untuk digunakan, diperoleh secara sah

Pasal 45 :

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46 :

(1). Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.
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(2). Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.
(3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
diatur dengan keputusan menteri kesehatan.

d) Pasal 47:
(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman.

Mengenai sanksi bagi pengguna narkoba, terdapat pada Undang-
undang No. 22 Tahun 1997 pasal 85 sampai 88.

a) Pasa 85:
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(1). Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika
golongan | bagi diri sendiri, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun.

(2). Menggunakan narkotika Golongan Il bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(3). Menggunakan narkotika Golongan 111 bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86 :

(1). Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

(2). Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh
orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak
dituntut pidana.

Pasal 87 :

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan
kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa
dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau
membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
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singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88 :

(1). Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan senggja tidak
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (duajutarupiah).

(2). Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
dengan senggja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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TINDAK HUKUM PIDANA ISLAM BAGI ORANG TUA ATAU
WALI DARI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP
UMUR MENURUT PASAL 86 UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997

A. Sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-
undang No. 22 Tahun1997

Status hukum pemakai, produsen, dan pengedar narkotika menurut
hukum dan undang-undang serta peraturan. Undang-undang dan peraturan-
peraturan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1997 tetang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika. Undang-undang dan peraturan tersebut adalah sebagal
berikut :

a. Undang-undang obat bius (Verdoovende Middelen Ordonantie) sth. 1927
No. 278 jo. 536
Undang-undang obat bius ini merupakan kumpulan-kumpulan dari
berbagai undang-undang serta ketentuan-ketentuan mengenai candu dan
obat-obat bius lainnya yang tersebut dalam sgjarah perundang-undangan.

Aturan hukum di atas berlaku pada zaman pemerintah kolonial Belanda.

63
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b. Undang-undang Nomer 9 Tahun 1976
Dengan diberlakukannya undang-undang narkotika yang diundangkannya
tanggal 26 juli 1976, maka pada saat itu juga undang-undang Obat Bius
dan Undang-undang Obat keras menjadi tidak berlaku lagi.

c. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan undang-
undang Nomer 5 Tahun 1997 Psikotropika.*

Kedua Undang-undang ini mempunyai sistematika dan isi yang lebih
up to date daripada undang-undang tentang obat bius dan undang-undang
tentang obat keras. Secara umum, undang-undang obat bius hanya mengatur
hal-hal yang berkenaan dengan pengadaan, distribusi, dan penggunaan
narkotika. Sedangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengobatan
dan rehabilitasi pecandu serta usaha-usaha pencegahan lainnya tidak di atur.
Demikian pula mengenai ancaman hukuman, relative sangat ringan, sehingga
tiddk mempunya daya pencegahan terhadap masyarakat dalam upaya
penegakan hukum.

Berdasarkan rumusan di atas, terdapat kesimpulan bahwa perbuatan
pidana penyalahgunaan dalam perspektif hukum pidana meliputi : menanam,
menyimpan, menguasal tanaman prepaver, tanaman koka, atau tanaman

ganja, memproduks tanpa hak, mengkonversi tanpa hak, meracik atau

! Mardanai Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektf hukum islam dan hukum pidana
nasional, h. 124-125
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menyediakan narkoba, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau
untuk menguasali, membawa tanpa hak, mengirim tanpa hak, mengangkut
atau mentransito tanpa hak, mengimpor tanpa hak, mengekspor tanpa hak,
menawarkan untuk dijual tanpa hak, menyalurkan tanpa hak, menjual tanpa
hak, memberi tanpa hak, menerima tanpa hak, menjadi perantara dalam jual
beli tanpa hak, dan memberikan narkotika kepada orang lain tanpa hak.

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika tidak
ada bab dan pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang
yang berhubungan dengan narkotika, tetapi larangan tersebut sudah tercakup
didalam bab X1 tentang ketentuan pidana pada pasal 78 sampai dengan pasal
100. begitu juga didalam undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang
psikotropika tidak ada bab dan pasal khusus yang mengatur perbuatan-
perbuatan yang dilarang yang berbhubungan dengan psikotropika, tetapi
larangan tersebut sudah di atur pula dalam bab X1V tentang ketentuan pidana
pasal 59 sampai dengan pasal 72.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, bagi pengguna
narkotika akan mengalami berbagai macam gejala penyakit pada tubuh orang
yang telah menggunakan barang terlarang tersebut. Selain dampak bagi
kesehatan yang berpengaruh pada fisik yang ditimbulkan, dibalik itu semua
orang yang kecanduan narkotika akan menghamburkan harta benda dan
memporak-porandakan kehidupan keluarga. Itu disebabkan karena uang yang

digunakan untuk membelinya (biasanya berharga mahal) dan hal itu biasanya
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dengan cara mengambil uang belanja keluarga dan kebutuhan anak-anak.
Pada tingkat yang lebih parah, mereka akan melakukan apa sgja —tidak peduli
terpuji atau tidak- untuk memenuhi tuntutan nafsunyaitu.?

Dalam beberapa tahun terakhir yang paling banyak jadi korban
penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak atau remaja yang masih berusia
dibawah umur, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan
adalah orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya yang masih sangat
penting agar mereka tidak tergiur oleh minuman keras dan obat-obatan
terlarang sebangsa narkotika.

Didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 telah dijelaskan sanksi
pidana bagi produsen, pemakai dan pengedar narkotika. Begitu juga dengan
orang-orang yang terlibat didalamnya, termasuk kewajiban orang tua ketika
anaknya ada yang terlibat dalam masalah narkotika. Baik yang belum cukup
umur, maupun yang sudah cukup umur. Kewagjiban orang tua tersebut telah

dicantumkan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :*

Pasal 46 :

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkannya kepada peabat yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.

2 Y usuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam. H. 119
# Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h, 18



67

2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada peabat yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.

Sedangkan orang tua yang telah terbukti melindungi anaknya
menggunakan narkotika, telah di kenai sanksi pada pasal 86 ayat 1 dan 2,

seperti dibawah ini.

Pasal 86 :*

1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh
orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat
(1) tidak dituntut pidana.

. Bentuk-bentuk sanks yang dijatuhkan terhadap orang tua atau wali

yang melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut

pasal 86 undang-undang No. 22 tahun 1997

Yang dimaksud dengan “anak” adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas
tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan “anak
nakal” adalah: (a). Anak yang melakukan tindak pidana; atau (b). Anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

4 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h. 41
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peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang
hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. °

Bagi anak yang belum mencapai umur delapan tahun yang diduga
melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik. Bila menurut pendapat penyidik anak tersebut
masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik
menyerahkan kembali anak tersebut kepada mereka.

Sedangkan apabila menurut penyidik anak dimaksud tidak dapat
dibina lagi, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial
setelah men-dengar pertimbangan dari pembimbing. °

Menyal ahkan mereka, menghukum mereka sampai kini belum terbukti
menyel esailkan masalah mereka. Bahkan penjara kadang bisa menjadi sekolah
yang bak untuk calon penjahat. Sehingga mencukupkan penanganan
terhadap terhadap mereka sgja adalah suatu keniscayaan yang sia-sia.

Hak yang seharusnya mereka terima, pemenuhan kebutuhan yang
seharusnya mereka nikmati, pendidikan yang benar maupun suasana yang
kondusif terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak yang baik sudah

semestinya diperhatikan.

® Undang-undang nomor. 3 tahun 97 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1) dan (2), h. 119
® Undang-undang nomor. 3 tahun 97 tentang Pengadilan Anak, pasal 5 ayat (3) h. 121



69

Kewagjiban orang tua terhadapa anak, yaitu mencukupi kebutuhannya
baik fislk maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak
ingin anaknya menjadi penjahat. Sebab rumah merupakan titik awa bagi
perkembangan anak untuk selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak
tersedia di rumah bisa mendorong anak untuk mencarinyadi luar. Dan ini bisa
menjadi pemicu anak untuk melakukan ke ahatan.

Dengan adanya lingkungan yang baik tentunya ikut menentukan corak
anak untuk kehidupan selanjutnya. Karena anak belgjar dari kehidupan
sekarang. Anak yang hidup ditengah-tengah kekerasan, maka ia akan menjadi
bengis. Sedangkan anak yang hidup di tengah kasih sayang dan kedamaian
maka ia akan menjadi penyayang dan penjunjung persahabatan. Sebagai orang
tua tidak boleh lala dalam mengawas perkembangan anaknya, apalagi
sampal terjerumus ke dalam narkotika. Adapun bentuk sanksi bagi orang tua
yang lala atau senggja membiarkan anaknya menggunakan narkotika telah
terdapat sanksi terhadap mereka. Adapun ancaman tersebut dijelaskan dalam
pasal 86 undang-undang No. 22 tahun 1997 tetang narkotika,

Pasal 86 :

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh

orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)
tidak dituntut pidana.
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C. Sankss Hukum Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali
Dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Hukum
Pidanalslam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara
langsung didalam Al-qur’an maupun dalam sunnah. Sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab dua mengena khamr, tetapi dalam Islam telah dijelaskan
bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan istilah khamr. Sedangkan

mengenai sanksi bagi peminum khamr telah disebutkan dalam Al-qur’an,

DTl e e Db, AV DU iy S G T il 6

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khanr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan .(Q.S. a-Maidah : 90)”

Telah ditetapkan dalam h}a>dis Nabi bahwa setiagp yang memabukkan
adalah khamr, h}a>dis| tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun
banyak. Ijma’ sahabat telah sepakat, bahwa peminum khamr harus dijatuhi h}add
jilid. Mereka sepakat atas penetapan htadd (bagi) peminum khamr, dan sepakat

bahwa h}add bagi peminum khamr tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.

" Depag R.I, Alqur’an dan terjemahnya, h. 176
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Sedangkan dalam hukum pidana Islam masalah gugurnya hukuman bagi
anak-anak yang di bawah umur, sudah dijelaskan di atas. Kemudian hukuman
tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. Karena orang tua wajib
mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi
penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewagjibannya dengan baik, maka
orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya.
Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah
baligh (dewasa), waras, dan kondisi tidak lupa. Batas baligh juga sudah
ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila
sudah haid

Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan
khamr dapat dikatagorikan sebagali jarimah ta’zir yang berkaitan dengan
pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat

diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan analisis pada bab-bab terdahulu dapat di ambil 3

(tiga) kesimpulan sebagai berikut :

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 pasal
46 ayat (1) yang senggatidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00
(satu jutarupiah).

Sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah
dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

2. Sebagaimana telah tertulis dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997,
yang mana telah dijelaskan dalam pasal 86 mengenai bentuk sanksi bagi
orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
sebagaimana tercantum pada pasal 46 yang sengga tidak melapor
dipidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 1.000.000.00

(satu jutarupiah).
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3. Sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan
kepada walinya, yaitu orang tua. Apabila anak menjadi penjahat berarti
orang tua tidak melaksanakan kewagjibannya dengan baik, maka orang
tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena
kelaliannya. Dalam ha hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman
hudud atau gishas bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak
langsung. Dengan demikian, orang tua yang turut berbuat tidak langsung
dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta’zir, dalam hal ini orang tua
dijatuhi hukuman ta’zir. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui
anaknya yang belum cukup umur menggunakan khamr dapat
dikatagorikan sebagai jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pengasingan,
untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan

apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

B. Saran
1. Jadilah orang tua panutan, yakni yang benar-benar sangat
menyayangi, memperhatikan dirinya dalam keadaan yang
bagaimanapun buruk atau tercela. Sebab apapun yang terjadi, anak
tetap anak.
2. Sebagai orang tua harus berlaku sabar, sebab tanpa adanya kesabaran
mustahil semua itu akan dapat membawa dan membuahkan

keberhasilan yang anda harapkan.
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